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Abstrak
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tanggung jawab penuh atas akta yang dihasilkan. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan berstatus sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini berfokus pada tiga hal: proses pembuatan akta tanah, dampak hukum dari akta yang dikeluarkan di depan PPAT dalam konteks pelayanan pertanahan digital, dan perlindungan hukum bagi PPAT terkait akta tanah yang terpengaruh oleh mal administrasi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk menyusun data secara sistematis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mal administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta tanah sering terjadi, misalnya dengan tidak mematuhi aturan pendaftaran tanah dan tidak menghadirkan pihak berwenang dalam transaksi jual beli. Konsep perlindungan hukum bagi PPAT yang berkaitan dengan mal administrasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hukum secara keseluruhan, yang berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia dalam konteks negara hukum berdasarkan Pancasila.
Kata Kunci: Mal Administrasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perlindungan Hukum.
Abstract
The Land Deed Official (PPAT) is entirely accountable for the deeds they create. Any mistakes made in drafting these deeds may result in the loss of their authentic status, rendering them as private deeds instead. This research concentrates on three key areas: the procedure for creating land deeds, the legal consequences of deeds issued in the presence of the PPAT in the realm of digital land services, and the legal protections available for the PPAT concerning deeds that have been impacted by maladministration.  
The study utilizes a descriptive analytical method with a normative legal perspective, incorporating literature reviews and qualitative analysis to systematically organize the data. Findings from the study suggest that instances of maladministration by the PPAT during the creation of land deeds are common. These include failures to adhere to land registration laws and not involving authorized parties in sales transactions. The notion of legal protection for the PPAT in relation to maladministration is inherently linked to the broader principle of legal protection, grounded in the acknowledgment and defense of human dignity and rights within a legal framework based on Pancasila.  
Keywords: Maladministration, Land Deed Official, Legal Protection.
Ringkesan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ngagaduhan tanggung jawab pinuh kana akta anu dihasilkeun. Kasalahan dina nyieun akta tiasa nyababkeun akta éta leungit sipat otentikna sarta janten akta di handapeun leungeun. Panalungtikan ieu difokuskeun kana tilu hal: prosés nyieun akta tanah, dampak hukum tina akta anu dipasihan di payuneun PPAT dina kontéks palayanan pertanahan digital, sareng perlindungan hukum pikeun PPAT anu patali sareng akta tanah anu kapangaruhan ku mal administrasi.  
Panalungtikan ieu ngagunakeun métode deskriptif analisis kalayan pendekatan yuridis normatif, anu ngawengku studi kepustakaan sareng analisis kualitatif pikeun nyusun data sacara sistematis. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén mal administrasi anu dilakukeun ku PPAT dina nyieun akta tanah sering kajadian, contona ku henteu nuturkeun aturan pendaftaran tanah sareng henteu ngadirikeun pihak anu gaduh kawenangan dina transaksi jual beuli. Konsep perlindungan hukum pikeun PPAT anu patali sareng mal administrasi henteu tiasa dipisahkeun ti prinsip perlindungan hukum sacara keseluruhan, anu dumasar kana pangakuan sareng perlindungan harkat sareng martabat manusa dina kontéks nagara hukum dumasar Pancasila.  
Kecap Konci: Mal Administrasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan  
Dalam konteks digital saat ini, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk sektor pertanahan. Integrasi teknologi dalam pengelolaan administrasi pertanahan tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data tanah. Para PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) perlu memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem informasi geospasial untuk memastikan bahwa data yang mereka tangani adalah akurat dan terbaru. Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan lebih mudah dan cepat mengakses informasi tentang tanah, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya konflik terkait kepemilikan tanah.
Namun, peralihan menuju digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah potensi kebocoran data dan masalah keamanan informasi. PPAT harus memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif lainnya terlindungi dari ancaman siber. Selain itu, ketidakpahaman atau keterbatasan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi di antara beberapa PPAT dapat menghambat proses digitalisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang cukup bagi PPAT agar mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja yang semakin digital.
Di samping itu, perubahan regulasi dan kebijakan juga dapat memengaruhi operasional PPAT. Dengan adanya peraturan baru yang mengatur pemanfaatan teknologi dalam administrasi pertanahan, PPAT perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini bukan hanya krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PPAT yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam menggunakan teknologi akan menjadi aset yang sangat berharga dalam upaya menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien dan efektif di Indonesia.
Tinjauan Pustaka  
Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintah. Dalam kerangka ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan. Mochtar Kusumah Atmadja mengemukakan bahwa inti dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum dan setiap individu diperlakukan setara di dalam hukum. Hukum dianggap sebagai sistem yang saling terhubung, dan tujuannya harus dirasakan oleh masyarakat, sehingga semua tindakan, baik dari rakyat maupun penguasa, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Julius Stahl mengidentifikasi beberapa elemen penting dalam negara hukum, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan, dan adanya peradilan administrasi yang melindungi warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. D.H.M. Meuwissen menambahkan bahwa konstitusi merupakan bagian esensial dari negara hukum, karena berfungsi sebagai tempat penampungan norma-norma dasar yang melindungi hak asasi warga negara. Di Indonesia, istilah negara hukum telah ada sejak proklamasi kemerdekaan dan ditegaskan dalam UUD 1945, yang menekankan pentingnya hukum dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.
Kepastian hukum didefinisikan sebagai regulasi yang jelas dan dapat dipahami, yang mencegah munculnya keraguan atau konflik. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud jika hukum mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum sangat terkait dengan keadilan, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia yang dilanggar, di mana hukum berperan dalam menyatukan kepentingan masyarakat. 
Dalam konteks pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan, sering kali terjadi maladministrasi, yang didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan dapat merugikan masyarakat. Bentuk maladministrasi yang umum mencakup ketidakjelasan informasi, ketidakpastian hukum, dan kesalahan dalam pengelolaan.

Metode Penelitian  
[bookmark: _GoBack]Penelitian ini merupakan studi dalam bidang hukum yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang spesifik, yang berbeda dari penelitian di bidang sosial atau ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis hukum positif terkait perlindungan hukum untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks dugaan mal administrasi akta tanah di era digital. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah serta perlindungan hukum bagi PPAT. 
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap PPAT. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada tahap penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan data sekunder dari peraturan-perundangan yang relevan dan literatur ilmiah, sedangkan pada tahap penelitian lapangan, peneliti berupaya mengumpulkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak berwenang, seperti Notaris dan PPAT, dengan menggunakan metode terstruktur dan tidak terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dimulai dengan pemisahan data berdasarkan kualitas dan relevansinya, kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang menjadi fokus penelitian.
Analisis dan Pembahasan  
Maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta tanah dapat menyebabkan sengketa karena adanya penyimpangan dalam syarat sah perjanjian serta prosedur pembuatan akta. Kesalahan ini mungkin terjadi ketika PPAT tidak berwenang membuat akta otentik, yang dapat mengakibatkan hilangnya keabsahan akta tersebut. Dalam kasus yang dianalisis, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/k/PDT/2016, Notaris Zaenudin Thohir melakukan kesalahan serius dengan menyusun Akta Pengikatan Jual Beli untuk pihak yang telah meninggal dunia, yang termasuk dalam kategori pemalsuan dan merupakan tindak pidana.
Tanggung jawab PPAT meliputi tanggung jawab etik dan hukum, yang mencakup tanggung jawab pidana dan perdata, terutama terkait dengan pemalsuan. Dari perspektif administratif, PPAT seharusnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan identitas pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Pelanggaran dalam prosedur pembuatan akta bisa berakibat pada penyalahgunaan wewenang, yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, dan dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pemecatan dari jabatan.
Pembuatan akta yang akurat sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. PPAT diwajibkan untuk mematuhi persyaratan hukum dan kode etik saat menjalankan tugasnya agar tidak melanggar hukum. Maladministrasi merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan pihak lain dan dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Penting untuk membedakan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum; pelanggaran hukum umumnya akan mengakibatkan sanksi yang lebih berat, sementara pelanggaran kode etik biasanya hanya dikenakan sanksi berupa teguran.
Tanggung jawab administratif PPAT dapat mencakup teguran atau pemecatan, dan jika melanggar kewajiban perpajakan, bisa dikenakan denda. Dalam konteks ini, Pasal 60 ayat (1) menetapkan kewajiban bagi PPAT untuk meminta bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum menandatangani akta. Pelanggaran kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi PPAT, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi kepentingan publik.
Maladministrasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terjadi dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 154/K/pdt/2016, di mana Notaris Zaenuddin Thohir membuat akta pengikatan jual beli tanah untuk almarhumah Ny. Umulchlisun yang telah meninggal pada 13 Desember 2006. Proses ini melibatkan Tuan Parman yang terpaksa menandatangani perjanjian tanpa pemahaman yang jelas mengenai isinya, di bawah tekanan notaris.
Pada 18 Juli 2011, berdasarkan akta pengikatan tersebut, PPAT Irmawati Habie membuat Akta Jual Beli yang juga cacat hukum. Hal ini jelas melanggar Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran semua pihak dan dua saksi dalam pembuatan akta. Akibat maladministrasi ini, akta menjadi batal demi hukum, dan Penggugat dapat meminta pembatalan di pengadilan karena syarat sah perjanjian tidak terpenuhi.
Akta PPAT dianggap cacat yuridis jika tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Penyimpangan ini dapat merugikan pihak lain dan mengakibatkan penurunan kekuatan hukum akta, menjadikannya tidak lebih dari surat di bawah tangan. Tanggung jawab PPAT tidak hanya mencakup pembuatan akta, tetapi juga tindakan saat dan setelah akta ditandatangani, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Pengertian Perlindungan Hukum  
Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk menjaga hak asasi dan kepentingan individu melalui mekanisme hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum tanpa diskriminasi.
Sarana Perlindungan Hukum  
1. 	Preventif: Memberikan kesempatan bagi subyek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan final diambil, bertujuan mencegah sengketa.
2. 	Represif: Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, termasuk Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi.
Akta PPAT  
Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti perbuatan hukum terkait hak atas tanah. Jika akta tersebut batal, harus dibuktikan dengan alat bukti lain, seperti putusan pengadilan. PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuat, baik secara etik maupun hukum.
Tanggung Jawab PPAT  
1. 	Tanggung jawab etik: Berkaitan dengan etika profesi PPAT.
2. 	Tanggung jawab hukum: Terdiri dari tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.
Teori Tanggung Jawab  
- 	Teori fautes personalles: Kerugian dibebankan kepada individu PPAT.
- 	Teori fautes de services: Kerugian dibebankan pada instansi PPAT.
Ketentuan dan Sanksi  
Peraturan mengatur tanggung jawab PPAT, termasuk sanksi administratif dan kemungkinan denda terkait pelanggaran perpajakan. Jika PPAT melakukan penyimpangan, ia bisa dikenakan sanksi hingga pemecatan dari jabatannya.
Pemerintah, dalam tindakan hukumnya, dapat merugikan hak-hak warga negara, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut. F.H. Van Der Burg menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran hak oleh pemerintah. Perlindungan hukum dibagi menjadi preventif, yang memungkinkan warga negara mengajukan keberatan sebelum keputusan diambil, dan represif, yang menyelesaikan masalah hukum seperti sengketa dan keluhan maladministrasi.
Dalam konteks PPAT, perlindungan hukum mencakup pengayoman hak asasi manusia dan memberi rasa aman dari gangguan. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Umumnya, perlindungan hukum mengatur hak dan kewajiban yang saling berhadapan untuk mengurangi konflik.
Aspek perlindungan hukum bagi PPAT lebih bersifat administratif dan intern, dengan standar profesionalisme yang harus ditaati. PPAT memiliki hak untuk membela diri dari keputusan administratif yang diambil oleh BPN atau Majelis Kehormatan, dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tidak puas. Philipus M. Hadjon menyebutkan pentingnya sarana perlindungan hukum preventif untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada PPAT.
Perlindungan hukum yang bersinggungan dengan hukum pidana dan perdata bersifat ekstern, di mana PPAT memiliki hak istimewa dalam penegakan hukum. Perlakuan khusus dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan harus diindahkan.
Kebijakan pemerintah dalam legislatif hukum positif seharusnya didistribusikan proporsional berdasarkan harkat dan martabat manusia. Legislasi hukum positif mencakup keadilan substantif dan prosedural, di mana hukum harus diumumkan, tidak bersifat balas dendam, koheren, dan konsisten.
A.	Kesimpulan
1.	Konsep Perbuatan Mal administrasi pejabat pembuat akta tanah adalah perbuatan melawan hukum melampaui kewenangan baik disengaja maupun karena kelalaian yang menyebabkan terjadi penyimpangan prosedur, sehingga mengakibatkan tuntutan perdata, tuntutan Tata Usaha Negara dan pidana yang mengakibatkan para pihak dalam jual beli tanah.
2.	Akibat Hukum akta yang dibuat dengan perbuatan mal administrasi, melanggar syarat subyektif dan obyektif. Pelanggaran terhadap syarat obyektif adalah batal demi hukum. dan Pelanggaran terhadap syarat subyektif dapat dibatalkan dan akibatnya akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. 
3.	Perlindungan hukum bagi PPAT dari perbuatan maladministrasi dapat bersifat preventif dan represif. Berpedoman pada pemikiran Thomas Aquinas, John Rawls, Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, seharusnya kebijakan pemerintah dalam legislatif hukum positif didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia demi mewujudkan kesejahteraan umum.Berdasarkan analisis tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi PPAT, pada peraturan yang terkait dengan PPAT tidak diatur sehingga butuh ada dasar hukum tentang pembahasan tersebut, PPAT memiliki peran penting yang cukup besar dalam membantu meringankan pemerintah dalam bidang pertanahan, sehingga dalam proses menjalanan profesinya dengan adanya risiko adanya sengketa kasus maka seorang pejabat PPAT perlu diberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum dalam posisinya menjalankan kewajiban profesinya.
B.	Saran
1.	Sebagai PPAT agar tidak mengambil keuntungan sesaat dikarenakan suatu keuntungan akan berimbas kepada tuntutan pidana atau dapat kena sanksi administrasi serta berhati hati dalam menjalankan profesinya profesi merupakan profesi amanah bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum menjalankan profesinya dengan dasar hukum.
2.	Disarankan agar dibuat sosialisasi atau pelatihan kepada PPAT selaku pemohon dalam proses layanan pengecekan sertipikat secara elektronik, sehingga tidak terjadi kesalahan.
3.	PPAT selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta-akta otentik, maka agar akta-akta yang menjadi produknya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjadi alat bukti yang sempurna perlindungan hukum terhadapnya sangat penting. Oleh karenanya disarankan agar dibuat peraturan jabatan PPAT setingkat undang-undang, dimana dalam pasal-pasalnya memuat aturan yang tegas bagi perlindungan PPAT.
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